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e indak pidana atau keja-
hatan skala besar masih
A marak akibat lemahnya
pengawasan oleh negara dan
belum efektifnya sistem pence-
gahan. Hanya dengan kepeduli-
an dan kearifan publik, tindak
pidanabisadiminimalisasi. Itu-
lahsalahsatupesanyangbisadi-
munculkan dari potret pene-
gakan hukum sepanjang 2017.
Ada sejumlah kasus besar
yang menjadi perhatian publik,
tetapiisu terkait tindak pidana
masih didominasi kasus-kasus
korupsi. Perhatian publik dari
seluruh wilayah Nusantara ba-
nyak tersita karena kasus-kasus
korupsiitumelibatkansejumlah
orang yang sedang menggeng-
gam jabatan publik, terutama
beberapa kepala daerah hingga
pimpinan DPR. Isu tentangko-
rupsi memuncak ketika Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) mulai meng-
gelarproses hukumkasus e-KTP.
Masih terkait dengan isuko-
rupsi, sejak pertengahan 2017,
publikjuga mempersoalkan isu
tentanglangkah DPR memben-
tuk Panitia Khusus (Pansus)
KPK. Lewat penggalangan opi-
ni, isu tentang Pansus KPK se-

Ragam Pesan di Balik Penegakan Hukum

pengedarnarkoba dan peredaran narkoba sertara-
kat pun harusme- g duspid ip
ningkatkan kepedulian atas arakat l

masalah ini. Kecenderunganya
sudah sangat mengkhawatir-
kan. Tindak pidana narkoba ti-

Karenalernahnya pengawas-
an dan belum efektifnya pence-

kasan Achmad Syafii (ditang-
kap pada 2 Agustus), Wali Kota
TegalSitiMasitha (29 Agustus),
Bupati Batubara, Sumatera
Utara OKAryaZulkarnaen (13

ber), WaliKotaBatuEd-

indakan

gahan,pri T ol

dak hanya dilakukan para pen-
jahat, tetapi juga melibatkan
oknum pegawai atau petugas
negara. Masa depanl

sadaranbersamameminimalisa-
si t-mdak pidana dan sekaligus

kan pulajumlah kox-

nasional menjadi tarvhannya
karena para pengedar narkoba
‘menyasar generasimuda

bansertakarug]an Targetinibisa
o

dy Rumpoko (16 September),
Wali Kota Cilegon Tubagus
Iman Ariyadi (22 September),
dan Bupati Kutai Kertanegara
thandyaqan(

karena tahun 2018 akan dilak-
sanakan pemilihan kepala dae-
rah (pilkada) serentak pada 27
Juni2018di 171 daerah pemi-
lihan meliputi 17 provinsi, 39
kota,dan115kabupaten.

Masyarakat di setiap daerah
pemilihan dibarapkan berpikir
jernih dan objektif dalammeni-
laisosok calon pemimpin dae-
rahnya. P

me-

ningkatkan kepedulian dan ke-

‘Tindak pidana penipuan de-
ngan beragam modus yang
membidik orang banyak pun
masihmarak. Demikian marak-
nya sehingga Otoritas Jasa Ke-
uangan (OJK) harus memben-
tuk Satuan Tugas (Satgas) Was-
padaInvestasi. Dalam periode
Januari-Oktober 2017, satgas
iniharusmenghentikan kegiat-
an usaha 62 perusahaan. Dari
jumlahitu,sebanyak12perusa-

arifan. Peduli pada ketertiban
dan  keamanan lingkungan
masing-masing. Dan dengan
maubelajar tentang akibat atau
ekses dari rangkaian peristiwa
tindak pidana sebelumnya, ma-
syarakathendaknyalebiharifda-
lammembuatpilihan.

Pesan Politik
Tindak pidana korupsi
yang melibatkan begitu ba-
o

nyal

haan sedang lani proses
hukum. Satgas harus menutup
puluhan perusahaan itu karena
tidak memiliki izin usaha atas
produkinvestasi yang ditawar-
kan kepada masyarakat. Lagic
pula ada potensi kerugian yang
akan ditanggung masyarakat
karena imbal hasil yang dita-
warkan tidak masukakal.
‘Tentu saja kasus First Travel
paling menghebohkan. Perusa-
haan ini memang tidak mena-
warkan produk investasi, tetapi
modusnya mirip dengan pelaku

tinya memberi pesan
politik kepada ma-
syarakat. Pesan
politiknya ada-
lahmasyarakat

telah salah memilih.
Karena salah, ama-
nahkepemimpinan
itujustrujatuh da-
lam  genggaman
sosok kepala dae-
rah yang korup.
Kesalahan kolektif
itu sangat men-

ngaja dimi ikan sebagai
manuver DPR memperlemah
KPK. Seba]iknya DPR berupaya

bahwa

kejahatan yangmenawarkanin-  colok terlihat se-
vestasi bodong. First Travel  panjangtahunini.S-
menghimpun dana masyarakat ebab terhitung se)akJa
angakanmelal nuari hingga Sep
umrahdiTanahSuci.Jumlahda- 2017, sebanyak delapan
nayang dihimpun hampir men-

capaisatutriliunrupiah. Jumlah
korbannyamencapaipuluhanri-

buorang, Pmses hukumatask;

susinip .

Pansus KPK lebih bertu)uan

Mzraknya praktik korupsi,
dupan narkoba, dan

an
tatakelola KPK. Tidak mungkin
DPR sebagailembaga tinggi ne-
garaberniatmemperlemah KPK
ketika rakyat yang diwakilinya
tahubetulbahwapraktikkorup-
simasihsangatmarak, baikpada
birokrasi pemerintah pusat
‘maupun pemerintah daerah.
Isulainyangjuga tidakkalah
intensitasnya adalah tindak pi-
dana narkotika dan obat-obat-
an terlarang (narkoba), Dilihat
sebagai pasaryangbesar, inten-
sitas penyelundupan narkoba

pempuan yang membidik

orang banyak bisa terjadi

karena sistem pengawasan

olehnegaramasihlemah. Ragam
upaya pencegahan pun sudah
dicoba, tetapi efektivitasnya
terlihat sangat rendah. Sermua
institusi penegak hukum pun
telah bekerja keras menindak
para pelaku tindak pidana.
Namun, sebagaimanabisadilihat
dan dirasakan, tindak pidana ko-
rupsi, kejahatan penyelundupan

(8) kepala daerah digelandang
KPKkarenaterlibatkorupsi,
Semuapihakpatutprihatin.
Bayangkan, dalam rentang
waktu kurang dari 60 hari (2
Agustus-26 September), terca-
tat 6 kepala daerah harus di-
inapkan diruangtahanan KPK.
Mereka adalah Bupati Pame-

ada Gubernur
Bengkulu Ridwan Mukti yang
ditangkap pada 21 Juni 2017.
Adapun Bupati Klaten, Jateng,
Sri Hartini ditangkap 8 Januari
2016. Pada 20186, tercatat 10
kepala daerahyang tersandung
kasus korupsi.

Selama
ini area rawan
korupsi  kepala
daerahmeliputidanahibahban-
tuan sosial, perencanaan ang-
garan, biaya untuk pihak ketiga
sertabelanjabarangdanjasa.
Apakah korupsioleh kepala
daerah akan berkurang? Ja-
wabannya bergantung pada ke-
arifan masyararakat menggu-
nakan hak pilihnya. Pertanyaan
inirelevan untuk dikedepankan

ja,padaperiode2016 dan2017,
setidaknya 18 daerah telah ter-
bukti salah memilih sosok pe-
mimpin daerahnya karena be-
lasankepala daerahitu kiniber-
urusan dengan KPK. Tentu saja
171 daerah yang akan memilih
gubernur, bupati, dan wali kota
pada tahun d diha-

penjualan narkoba di dalamne-
geridiperkiralansudahmenca
pai Rp250 triliun per tahun.
Kalau nilai transaksinya se-
besaritu, diajugamenggambar-

rakatpatut belajardaripengala-
man buruk puluhan ribu orang
yang menjadi korban First Tra-
vel. Ini benar-benar kasus peni-

puan skala sangat besar. Berha—

kan Iuasnya jelajah peredaran
narkoba di negara ini. Barang
haram itu tidak hanya ditran-
saksikan di tempat-tempat hi-
buran, melainkan sudah berpe-
netrasihingga ke permukiman
penduduk, %hdak hanya dikon-
sumsi masyarakat di kota-kota
besar, tetapi juga hingga ke
pelosok-pelosok

Begitu pula sudah terbukti
bahwa narkoba tidak hanya di-
perjual-belikan bandar dan
pengedar. Bahkanoknumpene-
gak hukum hi; ipir penjara

rapkan tidak melakukan kesa-

pun melakukan pekerjaan ter-

lahanyangsama.
Presiden Joko Widodo akan
membantu semua kepala
daerah untuk memperke-
cilpeluangkorupsi. Pre-
siden akan mendo-
rong semua kepala
daerah_henerap-
kan transparansi da
lam perencanaan dan
penganggaran pro-
yek. Untuk itu Presi-
denakan menerbit-
kan peraturan presi-
den (perpres) ten-
tang penerapan e-
planning, e-budgeting
dan  e-procurement.
Untuk diketahui ma-

syarakat, t kk

larang itu. Belum lama ini se-
orang kepala pos polisi di wila-
yah Jakarta Pusat ditangkap ja-
jaran Polres Metro Jakarta Ba:
rat karena yang bersangkutan
menekuni pekerjaan sebagai
bandar narkoba. Kasus ini me-
nambah panjang daftar oknum
aparatur negara yang menjadi
bagiansindikat narkotika.
Denganbegitu masyarakat
tidakbisasepenuhnyamengha-
rapkanperlindungan darinega-
ra. Bahkan alat-alat cgita se-
doran da®

silmengt

Rp848,7 miliar Tercatat sedi-
kitnya 58.682 calon jamaah
ataupemilikdanayang menjadi
korban penipuan.

Belajar dari kasus First Tra-
veldankasus-kasuslain, masya-
rakat harus bersikap hati-hati
dalam menanggapi penawaran
investasi, terutama investasi
denganiming-imingkeuntung-
an sangat besar. Kesediaan ma-
syarakat untuk waspada dan
bersikap hati-hati sangat diper
lukan untuk menangkal pena-
waran jasadan produkinvestasi
yangtidakmasukakal.

Sinergi antara masyarakat
dan polisi kini sangat terbuka.
Seperti diketahui akhir-akhir
iniKepolisian Republik Indone-
sia (Polri) terus berimprovisasi
untuk beradaptasi dengan per-
ubahan zaman. Tidak pernah
terbayangkan sebelumnya bah-
wa polisi pun harus menjadiba-
gian tak terpisah dari masyara-
kat pengguna teknologi infor-
masi sekarang ini. Tidak hanya
menjadi pengguna, polisi pun

kalipun tampak ked

lam mencegah penyelundupan
narkoba. Seperti diketahui, pe-
merintah sudah membentuk
satuankerja lintas sektoral un-
tuk Jal penyelundupan

Ia daerah kurangantu-

narkoba. Namun efektivitas-
ksimal

ias merespons gagasan
ini. Maka ketika memilih
sosok kepala daerah, ma-

syarakathendaknya ti-

dakceroboh.

Waspada

dan Hati-hati
Maraknya tindak pidana
narkoba dan penipuan sepan-
jang2017memberipesankepa-
damasyarakat untuk waspada
danberhati-hati (prudent). Para
orang tua harus meningkatkan
} dul dadi ikaling-

nya

Buktinya, pada Juli lalu, Ka-
pal Wanderlust yang mengang-
kut sabu seberat 1 ton dari Chi-
nabisa masuk hingga ke perair-
anTanjungBerakit. KendatiKa-
pal Wanderlust tertanglap, hal

harus hami potensi pe-
manfaatan teknologiinformasi
untuk kegiatan-kegiatan me-
langgarhukum.
Salahsatupenyesuaianyang
sedangberjalan adalah agenda
community policing dan demo-
cratic policing Pendekatan com-
munitypolicing berintikan mak-
simalisasi keterlibatan atau
partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan tujuankepolisian
Pada agenda community po-
licing, masyarakat didorongun-

itutetapsajamenjadibuktibah

wa intensitas penyelundupan
narkoba ke dalam negeri masih
sangat tinggi. Untuk menang-
kal penyelundupan, penegak
hukum Indonesia harus meng-
amankan-garis pantai sepan-

kungan masing-masing karena
perdagangan 'dan peredaran
narkoba makin marak. Gam-
barannya bisa terbaca dari per-
kiraan nilai transaksi narkoba.
Menurut Kepala Badan Narko-
tika Nasional (BNN) Komjen
Pol Budi Waseso, nilai transaksi

jang18.000 km dengan ratusan
pelabuhan kecil yang tersebar
luasdibanyakdaerah terpes

Selain mewaspadai penetra-
siperedaran narkoba, masyara-
katjugaperhumenerapkanprin-
sip kehati-hatian untuk menyi-
kapi maraknya aksi dan modus
penipuan. Setidaknya, masya-

tuk peduli pada k dan
ketertiban permukimannya.
Individu atau kelompok warga
diharapkan bisa segera meres-
pons potensi gangguan ke-
amanan dan ketertiban dengan
tindakan terukur, misalnya de-
ngan inisiatif melapor kepada
polisi terdekat.

Melalui community policing,
polisidan masyarakat akan bisa
menangkal kejahatan narkoba,
penipuan berkedok investasi,
dan memberantas pungutan
liarsertakorupsi

Selamat TahunBaru2018. @

kewilayahIndonesiatetapting-
gi. Paling menghebohkan ada-
lah kasus penangkapan kapal
Wanderlust yang mengangkut
sabu seberat 1 ton di perairan
Tanjung Berakit, Pulau Bintan,
Kepulauan Riau, Negara harus
lebihbersungguh-sungguhme-
merangi penyelundup dan
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